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DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Menumbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahws dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di  seluruh
Indanesia, perlu adanya pembagian urusan
pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah deongan Pemerintah Provinsi/ D)., dalam
bentule penyelenggaraan program dekonsentrasi
dibidang Porkoperasion, Uswha Mikoe, Keoill dan

Moenengzh;

bahwa uniuk mencapeal tLyran scbagaimana
dimalksud hural a, diperlukan dukungan kegiatan dan
anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah vang dilaksanakan dan
dikelols secara efisien, efektit, >erdaya pguna dan
kerhasil guna yang dikelola SKPD/Dinas yang
Membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.1.;

bahwa berdasarkan perbimbangan  sehbagaimana

dimakswud dalam hural & den huratf b perlu
menetapkan Peramiran Menreri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Meaengah tentang Pedoman Pelaksanaan
Kematan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tabun 2014
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Mengingal : 1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 43535);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 606, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400},

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indeonesia
Nomor 4544,

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomer 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3355);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemeriniahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indaonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementcrian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon |

Kementerian Negara;

Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
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15. Peraturan Menleri Keuangan ERepublik Indonesia
Nomor 156/ PMK.O7 /2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan diatur
dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
248/PMK.07 /2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/FPME 07 /2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor O5/Per/M KUKM/IX/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/XI/2012
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 - 2014;

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indenesia
Nomor 72/PMK.02/2013 itentang Standar Biaya
Tahun Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2014,
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldilan Rakyatl Daerah menurut asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1943,

3. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

4, Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunvai batas-batas wilayvah, berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal
di wilayah lerlentu.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, vang selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang

- undang.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut
APBD, adalah suat Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah
vang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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8. Dana Deckonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah vang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yvang dialokasikan untuk Instansi
Vertikal pusal di dacrah.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA,
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing -
masing Satuan Kerja, vang berfungsi sebagai dokumen perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan
atas nama negara/daerah, menerima, IMenviInpar, dan
membavar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang
negara/daerah.

12. Batuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah
unsur  pembantu  Gubernur  dalam  bentuk  Dinas  yang
menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BABE I
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kepiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014 1m bertujuan sebagai
pedoman bagi dinas vang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.1) dalam melaksanakan kegiatan yang
didekonsentrasikan.
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Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2014 ini
melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat RPRJMN periode
2010-2014, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, meliputi :

a. peningkatan iklim usaha vang kondusif bagi koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;

b. peningkatan akses terhadap sumber daya produktif,

¢. pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah;

d. peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

¢. penguatan kelembagaan koperasi.

BAB 111
PELAKSANAAN

Pasal 4

Anggaran deckonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dialokasikan untuk membiavai pelaksanaan 5 (lima) f[okus
prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:

a. membiayal transport perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa
(D.I}, Kabupaten dan Kota ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi
Nasional Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

b, membiayal transport perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah [stimewa
(D.I), ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas)
sebanyak 3 (tiga) kali,
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¢. membiavai perjalanan dinas dari Provinsi/ Daerah Istimewa (D.I), ke
Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Dekonsentrasi [Rakor Dekon)
sebanyak 3 (tiga) kali;

d. membiayai perjalanan dinas dari Provinsi/ Daerah Istimewa (D.l) ke
Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan.

¢. membiayai perjalanan dinas Bimbingan Teknis Perencanaan
Penyusunan Anggaran dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.) ke tempat
penyelenggaraan yaitu:

(1) Provinsi Sumatera Utara meliputi: Provinsi Kalimantan Timur,
Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, Maluku,
Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur;

(2) Provinsi Nusa Tenggara Baral meliputi: Provinsi Kalimantan Barat,
Sumatera Barat, Sumatera Sclatan, Jawa Tengah, Aceh, Bangka
Belitung dan Bengkulu;

(3) Provinsi Maluku Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
Gorontalo, Papua Barat dan Jawa Barat, dan

(4) Provinsi Jawa Timur meliputi: Provinsi Lampung, Riau, Jambi, Bali,
Papua, Kepulauan Riau dan DKI. Jakarta dan D.I. Yogyakarta.

f. membiayai perjalanan dinas dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.]),
Kabupaten dan Kota ke tempat pelaksanaan Pra Musyawarah
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di 4 [empat)
wilayah yaitu: Provinsi Bali, D.1 Yogyakarta, Papua dan Kepulauan Riau;

g. membiayai pelaksanaan rapat koordinasi daerah di tingkat Provinsi/D.I,
dengan peserta dari Kabupaten/ Kota minimal 2 (dua) kali;

h. sosialisasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

i, monitoring dan pengawasan atas program-program strategis
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah vang
dilaksanakan oleh setiap Deputi, monitoring atas perkembangan nilai
bantuan perkuatan yang dilaksanakan dari masing-masing Deputi dari
tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 dan Bantuan permodalan yang
disalurkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah:

j. honeorarium Tim Enumerater updating data base Koperasi, schanyak 2
(dua) orang;

k. honorarium Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAP), sebanyak 2 (dua) orang;
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. membiayai perjalanan dinas Tim Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
dari daerah ke Jakaria dalam rangka rapat keordinasi SAP, 1 (orang)
orang sebanyak 1 kali;

m. membiayai perjalanan dinas Rapat Koordinasi Data (Rakor Data) ke
Jakarta dalam rangka konsultasi, 1 (satu) orang sebanyak 1 kali;

n. membiayai/fasilitasi mengikuti pameran Small Medium Enterprise’s
(SME) Festival;

0. membiayai/memfasilitasi ruang promosi (display) di Gedung Smesco
UKM Indonesia;

membiayai fasilitasi Pameran/Pasar Rakyat:

q- membiayai pelaksanaan pendataan, penyusunan direktori  dan
penyvusunan data base Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di
Provinsif D1, Kabupaten dan Kota;

r.  membiayai honorarium Petugas Penvulubh Koperasi Lapangan (FPKL);
dan

s. membiayai kegiatan operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

Pasal 5

Angparan dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tidak dapat digunakan untuk :

a. perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran
luar negeri;
b. perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;

¢. kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

d. lain - lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus
disediakan dari APBD.

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pemberdayaan
Kopecrasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing
Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
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Pasal 7

(1) Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada SKPD yang
membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh
Gubernur.

(2) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Keeil dan
Menengah digunakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

Pasal B

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing - masing Provinsi/D.1.
diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
Perikatan/Komitmen (P3K) ditelapkan berdasarkan kompetensi dan
kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat
dibidangnya.

(2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna
Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang

diatur dalam peraturan perundang - undangan dengan memperhatikan
aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas,

Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau
Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut :

a. mempelajar Daftar [sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),
b. membuat Petunjuk Operasional Kegialan (POK];
c. membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;

d. membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan
Negara (KPPN);
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e. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] ke Kantor Pelayanan Pajak;

f. menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik
penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;

g.  menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran
Kegiatan (MAK);

h. menyiapkan Buku pembantu Bank; dan

i,  menyiapkan Bulou pembantu Pajak.

Pasal 11

(1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2014
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
94 /PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kemenlerian MNegara/ Lembaga.

(2) Revisi penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, hanva berlaku 1 (satu) Tahun
Anggaran, dan usul revisi harus dilakukan dalam Tahun Anggaran
berjalan, dengan mengemukakan alasan-alasannya.

BAE IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 12

Cubernur atau pejabat vang ditunjuk/dibenn kewenangan sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas peleksunpan kegiatan dan
anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
tahun 2014.
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(1)

(2)

(3)

()

12

Bagian Kedua
Tertib Administrasi

Pasal 13

Administrasi keuangan scbagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan
lainnya.

Penerimaan dan pengeluaran yvang berkenaan dengan pelaksanaan
anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran

dekonsentrasi.

Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari penerimaan terhadap
pengeluaran dana deckensentrasi, maka sisa anggaran lebih tersebut
disetor ke kas negara.

Dalam rangka tertib adiministrasi pelaksanaan anggaran dekonsentrasi
perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

BABV
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 14

Mentert melimpahkan kewenangan pelaksanaan program dan  kegialan
scbagaimana vang dimaksud cdalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur

dan

dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan angggaran

dekonsentrasi di Provinsi/D.l.

(L)

BAE V1
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

Menteri melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah melalkukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dekonsentrasi di bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan
Menengah,
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(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Bagian Kesatu

Pengawasan
Pasal 16

(1} Menteri melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh unit yang melaksanakan fungsi pengawasan.

(3) Ruang lingkup pengawasan meliputi pelaksanaan kegiatan dimaksud
dalam Pasal 3 dan kegiatan lain dalam rangka mendukung peningkatan
kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kelaalan

terhadap peraturan, keuangan, ekonomus, elisicn dan efektif.

(4) Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan bndak lanjut
hasil pengawasan dilaksanakan olch Aparal Inspektorat Kementerian.

(5) Laporan hasil pengawasan vang dilakukan oleh Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah  (APIP) dan Deputi  terkait di  lingkungan
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan disampaikan
kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

(1] Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur
Provinsi/D.1 atas pelaksanaan dan realisasi anggaran dekonsentrasi.

(2] Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan kepada
Gubernur Provinsi/D.I mengenai realisasi anggaran baik hsik maupun
keuangan kegiatan dekonsentrasi dengan menerapkan Sistem
Akuntansi Pemerintah (SAP).
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(3) Gubernur Provinsi/D.] atau yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai
Kuasa Pengpuna Anggaran wajib melaporkan secara periodik [bulanan,
triwulan serta akhir tahun anggaran) pelaksanaan kegiatan-kegiatan
dan realisasi anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dan Pasal 4.

(4) Dengan menerapkan Sistem Akuniansi Pemerintah ([SAP), sebagai
laporan yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

a. Menteni Keuangan C.q. Dircktur Jenderal Perimbangan Keuangan;

b.  Menteri Dalam Negeri C.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,

dan

¢. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 18

(1] Kementerian Koperasi dan Usaha Kecill dan Menengah dapat
memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran
yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwularn, semester
dan tahunan).

(2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri
dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi di bidang
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2014,
bagi daerah yang tidak melaksanakan Peraturan ini.

www.dijpp.kemenkumham.go.id



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2013, No.1529

BAB IX
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1529

16
Lampran Fereturan Meton Yo dan Usha i dm Memeoeh
fores Lo B DT
Tagsl 12 ke ¥
Teriang + Prdoman eisenaam Wegfaten din Anggan
Tttt e Kaperaich M Tehon 2014
PAGU 2024
W Tnsitn Safuam Kerja Pernaghat Dnerah = o —r
1 N R T i T T e R T
| [Dis opers o UKD P ks Vv dlEm| 1 954}_[1[::-1_ L e
1 |ines operas, LR rovins Sumat Seazn R R
3 |Dlings Koperasi dan UKM Provinsé Kalimantaa Tengsh 4 40130, 000 119400000 o, 368730000
¢ Dines Ko dan URM rovin et Bl | ummmi]  rewom]| 4315000
5 [lins Woperas din UMEN o i AGI0B00|  1ogmoor|  Tod0om| ST
£ {linas Koperas) dan UNEN Proving Bancen amgmon| 1 I'] 410000 4 119278000
7 it Roerasdan UNM v i IETRON|  DGHD0|  INDM@O0D|  44%I50N
§ Do s s g P G| 2000 140000 15N
8 1D Boperasi dan PRN Provinsi Jaw Timur SOB9100000 2630500000 | DER00000 G050
10 i Ko BN Frovnn Nosa ooy Toear THI00] 10400000 1907 00K
11 {Cings eperasi dan UMK Promd Subwes Tengeam L0670 1% 400,100 TR0 41500710
12| Dines Boperast dan FEPM Preving Fapua LM AR 114 40000 10000003 B 145.Bad 0
13| inas Keperasi can UM Froviasd enilsuan Bangka Rel g 2407 084,000 119.400.000 16:5.484.000
14 Dinee Bcpres an UM Fonini Beivantae B TWIRON|  TOADOM|  TOM00N0|  4amm)
15 s ke RN Prvini DA, Joara B T I T
16 {2z Bicperasi dan VKN Provns: Sumalers, Utara 4 588 031,000 119,400 4307 431000
17 {Uines Keperssi dan CMEK Frovis Jawm Tengah SEG50000  15TE BODI00 [ 26040000 AT AT
13 v Ber Yo Bl T T ) ST
19{Clings foperasi dan PURK Frovizs Sulawesi Ve 480 435,000 119400000 1605 854,00
20| Tins Perinday Soperesi Pevins 0 Yoryakertn 2724585000 119 400000 fli Lo o] 1IN
21 {Dines Bcpensidan UMK Perinde P Sl s Tergh THOGISO0| 110 4000 B TN
22| Tinés Heperasi, Perincag Provine: Samatere Barit 278039300 S 400000 LN
23] Cines Heperasi Can PRN Prosizsi Jomi 7 B0 179 #0000 0.0 06 18T 430N
24 Dings Koperasi dan PRV Provinsl Nageroe Aech Daryssabin J40015000)  TSAD000)  SON0000)| 40515000
23| gz Heperssi dan LIMEN Provins Musa Temggara Borar 4176165000 TT7 600,000 040000 B9, 763,000
3| 2:nis Perindag Raperasi Povizd Kebimantan Tur J65915000 175 42000 J485.313.000
27 |ings Bepewssi Can VBN Provims: Salewesi Sebtw. LTISIET000] 10500000 [Botiido] BHTLTIT 0
3 D cperasi | |JE.'£ PI'E'FIH 5m m ] b.{ﬁi EH{W 1614 W0.000 | 40,000,000 776,220,000
2| I Kieerisi i PR Provis Bugtuk 283801 00 51 B000 1.345.600. 000
20 Dings Bepers can LN Provi Lampus 25,0000 1940000 : 2971 900K
l I_Ihna;i ipersidin LN Provas Kaimartan Seatar VENN| M| Se00m|  43me
2 { D Bicpersi dan UK Provingi Pepua Baral 2420 573000 11640000 0000 000 1746571000
23 Do Reoersl Can VRN Provme: Salewes st 292585000 115402000 34525400
Jumlzh 123318953000 13.008000000(  12.900.000.000 149.206.950,000

www.djpp.kemenkumham.go.id



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

